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Sebagian Besar Tidak Memiliki Sertifikat

digunakan untuk membebaskan
lahan di 175 titik lokasi dengan luas
keseluruhan mencapai kurang lebih
2.195.943 meter persegi. Namun, dari
dana sebesar itu yang sudah dikeluarkan
Pemkab Parmout tersebut, tidak
disertai sertifikasi aset terhadap lahan
yang dibebaskan itu. Karena anggaran
pembebasan lahan yang ada di DPA saat
itu tidak termasuk dengan biaya untuk
sertifikasi lahan.

“Ya, kemungkinan anggaranya tidak
cukup,” tandas Yasir saat ditemui di
ruang kerjanya, Senin (30/6/2014).

Selanjutnya tambahnya, pada 2012
hingga 2013 ini, anggaran pembebasan
lahan kembali bertambah sehesar
kurang lebih Rp9 M, sehingga total
dana APBD yang dikeluarkan untuk
pembebasan lahan sudah mencapai
Rp49 M lebih.

Masih menurutnya, tidak adanya
dukungan dana sertifikasi tersebut
berakibat

sebagian besar aset Pemkab Parmout
banyak yang tidak memiliki sertifikat
pada saat setelah dibebaskan. Bahkan,
hampir keseluruhan aset lahan untuk
perkantoran yang ada di lingkungan
Pemkab Parmout tidak memiliki
sertifikat.

Berdasarkan data pada bidang asset,
kata Yasir, untuk tahun 2011 saja, hanya
satu sertifikat yang bisa diselesaikan,
kemudian tahun 2012 hanya enam
sertifikat, tahun 2013 Pemkab Parmout
baru mampu menyelesaikan sembilan
sertifikat dan untuk tahun 2014 baru
dua. Namun diakuinya, ada beberapa
lagi yang belum sempat dilihatnya
(sertifikatnya).

Belajar dari pengalaman ini, untuk
pembebasan lahan ke depannya,
pihaknya meminta agar anggaran yang
akan dialokasikan untuk pembebasan
lahan harus include dengan pembuatan
sertifikat.

Dan saat ini, pihaknya akan terus
berupaya untuk menyelesaikan dengan
melakukan inventarisir aset milik
Pemkab Parmout agar tidak terus
menjadi catatan oleh pihak BPK RI.
Karena dari total nilai aset Pemkab
Parmout baik yang bergerak maupun
tidak bergerak mencapai kurang lebih
Rp 1 triliun.

Dengan demikian, sejak pertengahan
tahun 2012, pihaknya sudah
menginventarisir aset dari tahun 2003
hingga saat ini. Dari catatan BPKRI, dari
hasil pemeriksaan tahun 2014, selisih
yang akan diselesaikan oleh Pemkab

<vieieeennn. S@AMbungan dari hal. 1

terkait aset masth sekitar kurang lebih
Rp26 M. Itu belum termasuk aset hibah
dari kabupaten induk Donggala, karena
pihaknya akan menyelesaikan aset
yang dianggarkan lewat APBD, setelah
itu akan menyelesaikan aset hibah dari
kabupaten induk Donggala sebelumnya.
“Kami yakin itu bisa diselesaikan,”
yakinnya.

Sementara itu, Kasubag Pertanahan
Bagian Tata Pemerintahan Umum
Rivani, mengakui kalau saat ini pihaknya
tengah berupaya keras untuk melakukan
inventarisir aset Pemkab dengan
melakukan sertifikasi.

Pihaknya juga mengakui kalau
untuk aset lokasi perkantoran Pemkab
Parmout bahkan sejumlah kantor
lainnya belum memiliki sertifikat. Kalau
dipresentasekan baru sekitar 15 persen
yang ada sertifikatnya.

Pihaknya menargetkan pada akhir
tahun 2015, seluruh lokasi perkantoran
sudah akan memiliki sertifikat.
Walaupun ada beberapa kendala di
lapangan.

“Kami bekerjasama dengan BPN
untuk kepengurusan masalah sertifikat,”
tandasnya. Bahkan, untuk 2014 pihaknya
mengaku sudah menyelesaikan sekitar
36 buah sertifikat. Tia
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DANA PEMBEBASAN LAHAN v
Parmout

Gelontorkan Rp49 M

PARMOUT, MERCUSUAR-
Sejak tahun 2003 hingga
2013, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Parigi
Moutong (Parmout) telah
menggelontorkan dana
pembebasan lahan sebesar
Rp49 miliar (M) lebih melalui
APBD.

Kepala Bidang Aset pada
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD)
Pemkab Parmout Moh Yasir
mengatakan, sejak tahun

2003 hingga 2011, Pemkab
Parmout melalui dana APBD
telah mengeluarkan anggaran
sebesar Rp40 miliar lebih
untuk pembebasan lahan.
Yasir merinci, pada

2006 Pemda Parmout

mengeluarkan dana sebesar
kurang lebih Rp7 M, kemudian
tahun 2007 sebesar Rp 8
M lebih, tahun 2008 Rp9
M lebih. Dana sebesar itu

Baca LAHAN di Hal.11




